CALKDINAS PERHUBUNGANRROVINGI EANTEN

BabI

Pendahuluan

Laporan Keuangan Dines Perhubungan Provinsi Banten disusun berdasarkan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023
Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Kevangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memenuhl kewajiban Pemerintah Prowinsi
Banten atas pelaksanaan APBD sehagaimana telsh diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Dinas Perhubungan Provins! Banten Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian
yang tdak tespisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provins
Banten Tahun Anggaran 2023 yang terdi dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan

Atas Laporan Kevangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

L
i

Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 23 Tahun 2000 tentang
Permbentukan Provinsi Banten,

Undang-Undang Republix Indonesia Momor 17 Tahun 2003 tentang

Keuzngan Negara;
Undang-Undang Fepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republk Indonesa Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjewab Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Mamor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesla Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenlang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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Peraburan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalkilan Rekyat Daerah,
sabagaimana teloh diubah beberapa kal, terakhir dengan Peraturan
Femerintah Nomor 21 Tahun 2007 tertang Peribatan ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Feraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tantang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintsh Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Poraturan Pemerintah Momer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintak;

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerivahan antara Pemerntah, Pemerintshan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/¥ota;

Peraturan Pemerintsh Nomor 60 Tahun 2008 lenlang SEtem Pengendalian
Intern Permenntah;

Peraturan Pemerintah Momeor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akunkansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolazn Kevangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 84 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Dasrah Provins Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokak-
Pokok Penpelofaan Kevangan Daersh Provingd Banten:

Poraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sislem Akuntansi
Pemeriniah Provinsi Banlen;

- Peraturan Daesrah Provinsi Banten Nomar 3 Tahun 2021 tentang Pokok-

pokok Pengelraan Keuangan Daerah (Lambaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2021 Nowmor 3, Tambahan Lembaran Daerah Proviresi Banten Momar
M)

Peraturan Guoemar No. 85 Tahun 2021 tertang Kebijskan Akuntansi
Pemerintah Provine Banten:

+ Peraturan Gubemur No.5S tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penggunaan Angparan Pendapatan dan Belanjs Daerah Tahun Anggaran
2023;

- Peraturan Gubermur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi

Pamerintsh Dacrah.
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1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD Dinas Perhubungan Previnsi
Banten

Dinas Perhubungan Provinsi Banten terbertuk berdasarkan Peraturan
Dagrah Momor 8 Tohun 2013 Tentang Penyelenggarasn Perfwibungan,
mempunysl struklur grganisas! OPD berdzsarkan Peraturan Gubermar Banten
Momor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisas], Tugas Pokok
den Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah adalah sehagai berikut:

lemm-hnulfnncﬂhnm:mm

BABL.  PENDAHLALLAN

L1, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

L Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

L3 Orpanisasi Perangkat Daerah Provinsi Bantan

4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan
Keuangen
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IKHTISAR PENCAPAIAN KINERIA KEUANGAN
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BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 OPD Dinas Perhubungan
Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 40.303.000,00 dari target Retribusi sebesar
Rp. 43.045.000,00 dengan rindan sehagai berikut:

NO URAIAN PAGU ANGGARAN
(Rp.)

1 Retribusl  1rin  Trayek  Untuk 43,045.000,00
Menyediakan Pelayanan Angkutan
Limnuim

2 |Pendapatan Denda Reibusi Izin 0,00
Trayek  Untuk  Menyediakan
Pelayanan Anglkutan Lmum

|| JUMLAH PENDAPATAN 43.045.000,00

Realisasi pendapatan tidak melebihi larget pencapasan, dikarenakan:

L. Masih bamyaknya pemilik kendaraan perorangan sehingoa untuk melakukan
perizinan SK [zin Trayek belum bisa dilakukan karena belum berbadan
hukum sesuai dengan amanat undand-undang nomor 22 tahun 2000
tentang lall lintas dan angkutan jalan pasal 139 ayat 4,

2, Belum adanya kesadaran darl pelaku usaha untuk memenuhi kewajlbanmya
dalam pengurusan perizinan peryelenggaraan usaha izin trayek.

3. Umur teknis kendaraan yang sudah lebih dar 20 tabun, sehingga harus
peremajaan, namun cukup bamyak pemilik tdak mampu untuk membed
kendaraan banu,

4. Masih lurangmya pemanaman pemillk  kendaraan  uniuk  melakukan
pendaftaran secara online,

Mokasi Belanja Operasl Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan
sebesar Rp. 60.301.559.415,00 untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja
Barang dan Jasa, Dinas Perhubungan Proving Banten, Sedangkan alokasi
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Belan@ Modal setelsh perubahan sebesar Rp, 12.418.194.185,00 untuk
membiayal Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan
Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irgasi,

Pealisasi Belanjg Operasi Tahun Anggaran 2023 sehesar RAp.
21,651.592.451,00 atau 96,60% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja
Modal sebesar Rp, 12.236.151.313,73 atau 98,53% dar anggaran.

Realsasi Belanja OPD Dinas Perhubungan Provins Banten Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp. 65.883.463.535,73 atau 95,11% dan anggaran
yang direncanskan dalam Perubahan APED sebesar Rp. 72.719.753.600,00
sedangkan APED mumi sebasar RAp. 72.735.000,000,00.

2.1 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang
Telah Ditetaphkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh
secara signifikan terhadep pencapaian langet yang dtelapkan. Secara umum
realisasi perkeglatan mencapal target (>85%) pada OPD Dinas Perhubungan
Pravinsi Banten,

Penjelasan sisa anggaran Realisasl per sub kegiatzn pada OFD Dinas
Perhubungan Provins adalan sebagal berlkut:

1. Reslisasi kegistan Perencansan, Penganggaran, Dan Evaluasl Kinerfa
Perangkal Dwerah sebesar Rp, 396,207,508, 00 atau B4, 74% dari anggaran
perubahan sebesar Ap. 467.578.000,00, penyerapan pada keglatan ini
tidak mencapal 90% dikarenakan 1. sub kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah mencapal penyerapan keuangen sebecar
B3% dikarmakan ada beberapa kegiafan yano Gdak  dilaksanskan
diantaranya untuk SPPD tidak terserap 100% dikamakan kegalatan Rapat
Renja tidak mengundang steakholder, unbek hongr naresunber bdk
terserap dikarnakan tidak mengundang peserta dari luar Provins! Barten,
unduk jamian makan minum yang tidak tersarap dikamkan rapat Fonem
data harya déaksanakan 2 kal darl 4 kall kegiatan yang rencananya akan
diaksanakan. sub kegiatan Kpordinasi dan Penyusunan DPA-SEPD
realisasi tdk mencapai 90 % dikarenakan, belanja alat/tulis kantor tidak
terserap karna kegiatan melewati tahun anggaran, Sub Kegiatan
Koordinasi dan Perwusunan Perubahan DPA-SEPD untuk Belanja Jasa
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tenaga Operator kelebitan dalam penetapan anggaran, sub kegiztan
Knordinas! dan Pempusunan Laporan Capaian Kinerfa dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SEPD tidak mencapai 90% dikarnakan untuk kegiatan RAD-GRE
tidak dilaksanakan karna tidak ada surat ederan dari pusat. Sub kegiatan
Evaluas Kinerja Perangkat Daerah penyerapan tidak mencapai 90% kama
kegiatan Reformasi Birokrasi (RB), yang semula keglatan rapat akan
dilaksanakan 4 kali pertrivadan harya diserap 1 kali.;

Realisasi kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp.
22.760.,545.591,00 atau 96,38% dari perubahan anggaran sebesar Rp,
23,615.859.000,00;

Realisas kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat
Daerah sebesar Rp. 10 182,000,200 atay 56,84% darl perubahan angparan
sebesar Rp. 10.514,500,00;

Realisas keglatan Administras) Kepegawalan Perangkat Daerah sebesar
Rp. 93.073.658,00 darl 99,81% dari perubahan  anggaran Rp.
93.250.000,00;

Realisas! keglatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.
1.203.528.104,00 atau 92,10% darl perubshan anggaran sebesar Rp,
1.307.096.600,00:

Realisasi kegiatan Pengadaan Barang Milik Daersh Penunfang Urusan
Pemérintah Daerah ssbesar Rp, 624.253.394,00 atay 55, 42% dar
perubahan anggeran Rp. 654.240. 700,00,

Realisasi kegiatan Penyediaan Jasa Perumjang Urusan Pemerintahan
Daerah sebesar Rp. 9.535.418599,00 alau 99.22% dari perubahan
anggaran sebesar Rp. 9.610,077,800,00;

Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Deerah Penunjang Urusan
Pemerdntahan Daerah sebesar Rp. £.157.077.4%,00 atay 99.83% dan
perubahian anggaran sebesar Rp. 2. 160.696.400,00;

Realisesi Kegistan Penetapan Rencana Induk Janngan LLA) Provinsi
sebesar Rp. 1.099.642 500,00 atau 94,89% darl perubahan anggaran
sehesar fp, 2.107.304, 200,00

Realesasl Kegiatan Penyediaan Perlengkapan 1atan di Jalan Proving sebacar
Rp.  3.250.995441,73 alau  96,43% dari anggaran  perubahan
3.371.900,000,00;

Realisasl Kegiatan Pelaksaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk Jaringan Jakan Prowing sebesar Ap, 24.489.207.333,00 atau 95,62%
cari anggaran perubahian Rp. 25.610.022.100,00;
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Realisasl Kegiatan Penyeciaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan
Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
sebesar Rp. 1.205.643.591,00 atau 4,93% dari perubahan anggaran Rp.
1.270.014.800,00:

Reaksasl Keglatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Qrang
Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsl sebesar Rp. 201.289.960,00 atau 93,38% darl perubahan
angdaran Ap, 215,560,500,00;

Realisasi Keglatan Penerbitan Izin Usaha Anglutan Laut Bagi Badan Usaha
Yang Berdomisii Dalam Wilayah Dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan
Antar Daerah sebecar Rp, 710,719.500,00 atau 85,08% darl anggaran
Perubahan Rp, B45.948.000,00, penyerapan kegiatan tidak mencapai 90%
dikarenakan, Realisas! Belang BBM Kapal kegiatan Pemantauan Angkutan
Laut mendgikuti harga tarif pada ssat realisasi (harga terkini) sehingga ada
elesient / sipa pada anggaran Belanja Bahan bakar Minyak, Efesiensi
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah & reabsasikan sesyal kebutuhan
delam pelsksanzan keglatan, efesiensi befania ranspot perjalanan dinas
direalisasikan sesuai kebutuhan,

Realisasi Keglatan Pembangunan, Penerbitan lzin Pembangunan Dan
Pengoperasian  Pelabuhan  Pengumpan  Regional  ssbesar Rp.
204.401.300,00 atau 83,89% dari perubahan anguaran sebesar Rp.
350.5993.000,00, penyerapan kegiatan tidak mencapal 90% dikarenakan
Sisa Kontrak dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dislapkan untuk
memenutd undangan darl pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan)
dan dikarenakan widangan bersifat zoom meeting, maka reaksas
menyesuaikan kebutuhan dalem pelaksanaan keglatan,;

- Reallsasl Kegletan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaaplan Pada

Janngan Jalur Perkeretaaplan Provins! sebesar fp. 951.477,160,00 atau
92.50% dari perubahan anggaran sebesar Rp, 1,028,608 000, D0
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KEBIJAKAN AKUNTANST

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang
meliput Sekretoriat Daeran, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD,
Urganisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindsk sebagai enteas skuntansi yang
mempurtyal kewajiban melaksanakan proses Akuntansi Termasak dalam enditas
akurtansi adalah Kepala Dagrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh (DPRD),
sedengkan OPD yang bertindak sebagal Satuan Kerja Pengeloks Keuangan Dagrah
(SKPKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang
Mmerrgunysl tugas diantaranya melakukan konsolidas Lapenan Keuzngan ssduruh
SKPD,

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulal dar proses akuntansi pada
entitas akuntans, selanjutrya owlput dar entitas akuntansi berupa Laparan
Realisas: Anggaran, Neraca, Laparan Cperasional, Laporan Pervbahan Ekuitas dan
Catatan Atas Lapofan Keuangan OPD dikonsolidasiken oleh SKPKD menjadi
Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliput Laporan Realsasi Anggaran,
Laporan Anggaran Saklo Angoaran Lebih (Laporan Perubahan SALY, Meraca,
Laposan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan
alas Laparan Keuangan Prowinsi Banken,

Pesyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 i didasarkan
pada Peraturan Menter Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Padoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menberi Dalam Neger Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntarsi Pemerintahan Berbasls Akrual Pada
Pemerintah Dasrah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 65
Tahun 2021 tentang Kebifakan Akuntarsi Provinsi Barten,

Tahun Anggaran 2023 merupskan tahun ke defapan kali dEerapkannysa
akuntansi berbasis akrual, sementara tabun-tahun sebelumnya diterapkan basis
kas manuju aknal
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3.2 Basis AKuntansi Yang Mendasari Pemyusunan Laporan Keuangan

Dimulai pada tehun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi  Banten
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajan MNeraca, Laporan
Dperasional, dan Laporan Perubahan Ekultas serta basis kas untuk penyusunan
dan permyaian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi
yeng mengakul pengaruh transaks! dan peristiwa lainmya pada soat transaks
dan perstiva i tedadi, lanpa memperhatikan saak ks atau setara kas diverima
atau dibayarkan. Sedangkan basls kKas adalah Dasis akuntansl yang yeng
mengakui pengaruhi rarsaksi atau peristiwa lainnya pada saal kas atau setara
kas diterima atau dibayar, Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (S&F) yang telah ditetapkan dengan Perafuran Pemerintah
Momar 71 Tahun 2040 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukiran adalah prmses peretapan nilai uang unbuk mengakul dan
memasukkan setlap pos dalam kaporan keuvangan, Dasar pengukuran yang
diterapkan Pemearintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Leporan
Keuangan adalah dengan menogunakan nilal perclehan historis,

Asat dicetat sebesar pengeluaranpenggunaan sumber days ekonomi atau
sehesar nilal wa@ar dan imbatan yang diberkan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilal wajar sumber daya ekonomi yang digunasan
pemerintah unbuk memenuhi kewajiban vang bersangkutan. Pengukuran pos-pos
laporan keuangan menggunakan mata uang rupah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang
Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
a. Hebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
1} Pendapatan-LRA diakui pada saal diterima pada Rekening Kas Limum
Dasarah,
71 Pendapatan-LRA dikasifikasikan menunut jenis pendapatan.
3} Transfer masuk adalah pererimaan wang dar entitas pelaporan lain,
misainya penerimaan dana perimbangan dari pemerinkah pusat.
4) Akuritansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruta, yaitu
dengan membukukan penerdmaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
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netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran),

5) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (blaya)
bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlshih dahulu dikarena proses belum selesal, maka asa
brute dapat dikecuslikan.

&) Dalam hal badan lavanan urmum, pendapatan diskui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan
Lrmim,

7} Pengembalian yang sifatriya  sistemik (pormal) dan beruiang
(recurring) atas penerimaan pendapatan-lRA pada  periode
penerimaan mavpun pada periode ssbelumnya dibukukan sebagal
pengurang pendapatan-LRA,

8) Koneksi dan pendgarmibalian yang sifatrya tidak berulang (non-recurring)
M5 penerimaan pendepatan-LRA yang terjadi pada periode
penerimaan  pendapatan-LRA  dibukukan sebagai  pengurang
pendapatan-LRA pada periode yang sama.

A} Koreksi dan pengembalian vang sfatnya tidak berulang {ron-recurring)
dtas penesimaan pendapatan-LRA yang terjadl periode sehefumnya
dibukukan sebagai Pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut,

10) Akuntansi pendapatanLRA disusun untuk memenuhl kebutuban
Pertanpgungjawaban sesuai dengan ketentusn dan untuk keperiusn
pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah,

Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Balanja diaku pada saat terjadinga penoeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah,

2) Khusus pengeluaran melalui bandahara pengeluaran pengakusnmya
terjadi pada sast pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebus
disahkan aleh unit yang mempunyal fungsi perbendaharaar,

3) Dalam hal badan layanan wmum, befanja diakul dengan mengacy pada
peraluran perundangan yang mengatur mengenal badan layanan
Lirmam

4) Transfer keluar adalah pengeluaran wang dari entitas pelaporan ke
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh

11

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CALKDINAS RERHLUBUNGAN PROVINSIBANTEN

pernerintah pusat.

5) Reafeasi anggaran belanja dilaporkan sesual kalsfikesl yang
ditetapkan olef dokumen anggaran.

6) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kemball belanga) yang
terjadl pada pericde pengeluaran belanjfa  diukukan sebagai
pengurang belanja pada peripde vang sama. Apabila diterima pada
periode beskutrya, koreksl alas pengeluaran befanja dibulukan dalam
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan zin-lain LRA.

7) Akuntansi belanja disusun sefain untuk memenuhl  kebutuhan
pertanggungjawaban  sesual  dengan  ketentuan, juga  dapat
dkembangkan unbuk keperluan pengendalian bagl manajemen dengan
cara menguisur efextititas dan efisiensi belanfa tersebut,

Kiasitikas' Balaniz

8) Belanja diklasifikaskan merwrut Klasifikas ekonoml (jenis belana),
OFanisasi, dan urusan.

9) Kasfikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan
pada jenis balanja untuk melaksanakan suaty aktivitzs.

10} Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah dasrah meliputi belanja pegawai,
befanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsid|, hibah, bantuan
sosial dan befanfa tak terduga,

11)Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegistan sshari-
hari pemerintah daerah yang membarikan manfaat jangka pendak,
Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawal, belanja
barangyjasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

12)Balanja modal adalah pengeluaran angoaran untuk perolehan asset
tetap dan asset lainnya vang memberikan manfaat lebih dari saty
perinde akuntansg, Belanja mods maliputl 2ntere lain efanja modal
perolenan tanah, gedung dan bangunan, perfatan, asset tak berwujid,

13) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keqgiatan yang
sfatnya tidak blasa dan tdak diharapkan berulang seperti
penangoulangan bencana alam, bencana social, dan pengebsaran tidak
lerduga  lalnnya  yang  sangat  dipedukan  daam rangka
penyelengoaraan kewenangan pemerintzh daerah,

14)Contoh Kasifikasl belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalsh
soebagal benkul;
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Belanja operasi:

- Belanja Pegawai;
- Balanis Barang/lasa;
- Bunga;
Subsidi;
- Hibah;
= Banbmen Sosial.

Belanja Modal;

Belanja Aset Tetap;
- Belnja Aset Lainnya.

Belanja Tak Terduga
Transfer

15) Trarsfer keluar adalah pengeluaran uang darl suatu entitas pelaporan
ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana hags hasil aleh permerintah daerah,

16) Klzsifikasi balania menurut organisasi vaitu kalsifikasiberdasarkan unit
orfanisas pengouna anggaran. Klasifikas belanja menurut organisasi
di permerintah daerah antara fain belanjs Sekretariat Dewsan Perwakilan
Rakyat Dasrah (OFRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis
daerah.

17} Elasilikas menunt wesan adalsh klasifikasi yang didasarkan pada
urusan wajh dan wrusan pitihan pemeringah daerah dalam membearikan

pelayanan kepada masyarakal.

c. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit LRA
1) Selisth antara pendapatan-LRAA dan belanj selama salu periode
pefaporan dicatat dalam pas Surplus/defist-LRA,
1) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja
seiama satu periode pelaporan.
3) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu perlode pelaparan.
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d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Pembiavaan (financing) adalsh selurish transaks] keuangan pemerintah
daerah, balk penerimaan maupun pengeluaran, yang periu dibayar
atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
doerah tendama dimaksudkan untuk menutup defist dana tau
memanfastkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara iain
dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi Sementara,
pengeluaran pembiayaan antara fain digunakan untuk pembeyaran
kembali pokok pinjaman, pemberian pinfaman kepada entitas kin, dan
penyertaan modal oleh pemerintah daerah,

Akuntanst Penarimaan Pembiavaan

4) Penerimaan pemblayaan adalah semua penerimasn Rekening Kas
Umum Daerah antara lain berasal darl penerimaan  pinjaman,
penjualan obligas pemerintah daeran, hasil privatisasi perusahazn
dasrzh, penerimaan kemball pinjaman yang diberikan kepada phak
ketiga, penjuslan imvestasi permanen lainnya, dan pencairan dana
cadangan,

3} Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Uimuwm Daerah,

4) Akuntans penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas
brute, yatu dengan membmukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat  jumlshnetoya  (setelah  dikompensasikan  dengan
pengeluaran).

5) Pencalran Dana Cadangsn mengurangl Dana Cadangan yang
bersangkutan.

Akrianst Bengehiaran Pambiayaan

6] Fengeiuaran pemblayaan adafah sermua pengeluaran Rekening Kas
Umurm Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pikak ketiga,
penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokck
pinfaman dalam perfode hun - angoaran tertenby, dan pembentukan
dana cadangan,

7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dar Rekening
Kas Umism Daerah,

8) Pembentukan Dana Cadangan menambsh Dama Cadangan yang
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bersengkutan. Hasi-hasil yang dipercleh dari pengelolaan Dana
Cadangan di pemerintah dasrabvnerupakan penambah  Dana
Cadangan. Hasil terssbut dicatat sebagal pendapatan_LRA dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya-LRA.

Akunkansi Pembiayaan Neto

9) Pembiayaan neto adalah selish ankara penerimaan pembiayaan
sefelah dikurangl pengeluaran pembizyaan dalam periode @hun
anggaran tertentu.

10) Sefisih lebihykurang antara penerimaan dan pengeluaran pemblayaan
SElama saty periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Akuntans! Sisa Lebib/Kurang Pembiayaan Anggaran {SLPAJSIKPA)

11) SiLPA/SEPA adalah selisih lebthfkurang antara reallsasi penerimaan
dan pengeluaran selama satu pariode pelaporan,

12} Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapetan-LRA dan belanja serta
penefimaar dan pengeluaan pemblayaan selama satu periode
petaporan dicatat dalam pos SILPASSIKPA

13} Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir perinde pelaporan
dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

&, Kebijakan Akuntansi Pendapatan-L0

1) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
a) Timbuinya hak atas pendapatan:
b) Pendapatan direalisad, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi,

4) Pendapatanl0 yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakul pada saat imbulnya hak untuk menagih pendapstan,

3) Pendapatan-L0 yang diperoleh sebagal Imbalan atas suaty pelayanan
yang telah selesal diberikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

4} Pendapatan-LO yang diakui pada saat realisas| adadah hak yang telah
diterima oleh pemerintah daerah tanpa tedebih dahuly adanya
penagihan.

3) Pendapatan-LO diklasifikasikan menunt sumber pendapatan.
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6) Kiasifikasl menunt sumber pendapatan untuk pemerintsh daerah
tikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan
asli daerah, pendapatan ransfer, dan kain-lain pendapatan yang sah.
Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut Janis
pendapatan,

T) mmLﬂﬂmmmnmm yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidek mencatat jurmkah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengefuaran),

B) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto {blaya)
bersifal variable terhadap pendapatan dimaksud clan tidak dapat
diestimasi terdebih dahly dlarenakan proses belum solesai, maka
a5 bruto dapst dikecualifen.

9} Dalam hal badan kayanan umum, pendagatan diakul dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenal badan Layanan
LT,

10) Pengembalian yang sifatrya noemal dan berudang (recurring) atas
pendapatan-LO pada perode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagal pengurang pendapatan.

11) Koreksi dan pengembalian yang sfatya lidak berulang [nan recurring)
dlas  pendapatan-LO0 yang terfedl pada perisde  penerimaan
pandapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
i) sama.

12) Koreksidan pengembalian yang sifatnya tidak bensang [nan recuTing)
atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagal pengurang ekulas pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian barsabut,

Kebijakan Akuntansi Beban

1) Behan diakul pada saal;
a) tembulryva kswajiban;
b) terpadingg kordumsl aget )
£) terjadinga perurunan manfaat ekonomi stau potensi jasa,

1) Saat tmbulnya kewaphan adalah cast terjaidnya peralihan hak dar
penak [am ke permerintah daerah tanpa dilkesti keluamya kas dan kas
urrum daerah, Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik
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yang belum dibayar pemerintah daerah,
?mnmmmmnmm@m“ma
pengelusan kas kepada pihak laln yang Uosk dicdahube mbuliya
kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional
pemedntah daerah,

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atay potenst jasa terjadh pada
=8t perurunan nila aset sshubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/beralunya waktu. Contoh penununan manfaat ekonomi
atau potensi jasa adafah penyusutan atau amaortisasi,

Dalam hal badan layanan umum, beban diakd dangan mengacy pada
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  badan
layanan umum.

Beban dikasifikasikan menurut menunut klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi akonomi pada prinsipnya mengelompokan berdasarkan jenis
beban, Kiasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdir dari beban
pegawal, beban barang, beban bunga, behan subsidi, beban hibah,
beban bantuan social, beban penyusitan asset tetap/amodtisasi, beban
transfer, dan beban &k terduga,

Penyusutan/ameortisas dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus fstraigit fme method).

Beban transfer adalah adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengaluarksn uang darl entitas pefaporan lain yang
diwajitkan oleh peraturan perundang-undangan,

10) Koreksi atas beban, termasuk penenimaan kembali beban, yang terjadi

pada pericde beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode
yang sama. Apablla diterima pada periode berikutrwa, koreks atas
beban dibukukan  dalam  pendapatan  landain.  Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan
pada akun ekuitas.

g Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Asel dilaksfikasikan menjadl aset lancar dan asat non lancar

2.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggundg jawab
bendahara umum dasrah terdid darl;
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3. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk MENampung penerimaan dan
pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara {SLIN)/obligasi
dan deposito  kurang dari 3 bulan, yarng dikelola cleh
bendahara urmum dasrah,

. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutzng pendapatan asi daerah

Rinnya yang berasal dan pungutan pendapatan daerah ntuk dapat

diakui sehagai piutang hare memenhi kriteria:

4. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
b. telah diterbitkan surst penagihan dam telah  dilakeanskan
penagihan,

. Pengukuran putang pendapatan yang berssal dari persburan
perindang- undangan adalzsh sebagai beorikut:

a. Disafikan sebesar nélal yang belum diurasi sampai dengan tangoal
pelaporen darf setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
Eetetapan kurang bayar yang diterbitkan;

b, Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
Peaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

€. Disajikan sabesar nilal yang befum dilunasi sampai diengan tanggal
pelzporan dari setiap tagihan yang masih prases banding atas
keberatan dan belum ditetapkan olsh lembaga yang menangani
peradilan pajak;

d. Disajlkan ssbesar nilal bersih yang dapat direalisasikan {net
reaiizabie value) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-
undaryg tersendiri, dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih
telah diatur oleh Permerintah dasrah,

3. Penyisihan piuteng diperhitungkan dan dibukukan dengan penode

Yang Sama timbulrrya piutang, sehingga dapat
menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat dipradiks
berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakuban analisa
terhadap Hlm-ahuﬂhﬂgﬁwmﬂhaﬂﬂmﬁg

18

ﬂ Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CALK DINAS PERHUBLUNGAN PFROVING BANTEN

6. Penggolongan Kualtas Putang Pajak yana pemunguiannya Dibayes
Sendini oleh Wajib Paik (soff assesermenf) dilokukan dengan
ketentuan:

2 Kualitas ncar, dengan kriteria:

1. Urnur pivtang 0 { nol ) tahun sampal dengan & ( satu ) tahun;
dany/atau

Wiajib pajak menyatugul hasil pemeriksaan; dan/atau

Wajib parjak kooperatif; dan/atay

Waijib pajak Fkuid; dan/atan

Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/tanding.

e e R

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

L. Umur plutang di atas 1 ( satu ) tahun sampal dengan 3 (tiga)
tahun; dan/atau

2. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemerikssan; dan/atsu

3. Wah pajsk memyetujul sebagian hasd pemeriksaan; dan/atau

4. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

€. Kualitas Diragukan, dengan kriteria;

L. Umur pivtang di atas 3 [tiga) tahun sampai dengan 5 {lirra)
tahun; danyatau

2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atay

3. Wajib pajak tidak menyetujui saheul hasi pemerkssan;
danfatau

4, Waijib pajak mengalami kesulitan Foulditas.

d. Kusiitas Macet, dengan kriterig;

1. Urmur piutang lebih dari 5 ( lima } tahun; dan/atau
2, Wajib pajak tidak ditemukan; danystay

3. Wagb pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4. Wajib pajpk mengatami musibah {/fovee majeurs),

g- Fenggolongan kualitas plutang pajak yang pemungutannya ditetapkan
dleh Gubemur (ol assessmeant) dilaikukan dengan ketentuan:
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L Kuattas Lancar, dengan kritera:

1. Uimusr plutang kurang darl 1 tshung dan/akau

2, Wajib pajak kooperatif; dany/atau

3. Waijib pajak likuid; dan/atau

2. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

h. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

L Umur plutang 1 sampai dengan 2 tahuny dan/ateu
&, 'Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
3. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

C Kualitas Diragulan, cengan kritera:

1. Umur plutang 3 sampai dangan 5 tahun; dan/atau
2. Wajlr pajak tidak kooperatif; dany/atau
3. Wajb pajak mengalami kesulitan likuiditas.

C. Kuahtas Macet, dengan kribera;

1. Umur piutang diskas 5 fahun; dan/atau
2. Wajih pajak tidak ditemukan; dan/atau
3. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4. Wajib pajak mengalami musibah ( force majewri).

B. Penggolongan Kualitas Putang Bukan Pamk, dilakukan dengan
ketantuan:

4, Kesltas lancar, apabils belum dilakukan pelunasan sampai
dengan tangoal atuh tempo vang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apatda dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak fanggal Surat Taghen Pertama Hdak dilakukan
pefunasan;

€ Kualtas Diragukan, apabia dalam jangka wakdu 1 {satu) bulan
terhiung sefak tanggal Surat Tagihan Kedua bdak dilakukan
pelunasan; dan

d. Kualtns Macet, apabila dalam jengka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejek tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pefunasan.
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9. Penyisihan Fiutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a, Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

b, Kualitzs Kurang Lancar sebessr 10% (sepuluh perseratus) dari
pistang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilal
agunan 3tau nilai barang sitaan (jika ada);

C. Kuaitas Diragukan sebesar 509 (lima puluh perseratis) dar
piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilal barang sitaan (jka ada); dan

d. Kualtas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setefah dikurangi dengan nilal agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih unbuk objek bukan pajak, ditetapkan
sehesar

2. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas
lancar;

b. 109 (sepuluh perserafus) dari Piutang dengan kudiitss kurang
lancer satelah dikurangi dengan nilal agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);

c. 50 (lima pulun perseratus) dari Plutang dengan lualitas
dirmgukan setelah dikurangi dengan nilal agunan atau nilsi barang
sitaan (jka ada); dan

d. 100% (=eratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macst
seledsh dikurangl dengan nilal agunan atau nilal barang sitaan (jka
ada).

11, Uraian penjefasan informas ates penyisihan plutang Udak tertagih
disajikan dalam catatan atas laperan keuangan (Calk).
12 Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir pericde sebesar sisa

pembayaran yang belum dipergleh prestasinga oleh pemerintah
daerah,

13, Persedisan dapat terdirl dari;

a. Barang konsumsi;
b. Amunisi;
.. Bahan unbuk pemelharzan;
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d. Suku cadang;

e, Persadiaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
. Pita cukai dan leges;

0. Bahan baku ;

h. Barang dalam proses/setengah jadl;

. Tenah/bangunan/peralatan mesin/buky uituk dijual  atau
diserahlkan kepada masyarakat;

§ Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat;

Barang cetakan,

Perangko dan makeral;

m. Drbat-obatan dan bahan Mfarmasi;

n. Barang pakai habis Linnya.

= T

14. Pada akhir periode akuntarsi, persediaan dicatat berdasarkan hasi
Inventarisasi fisik {stook apname).

15. Biaya parolehan apabila diparoleh dengan pembefian;

16. Harga pokok produksi apabila diperaleh dengan memprodulsi send;

17.Nilai wajar, apabila diperoleh dengan @ra lainya  sepertl
donasi/rampasan, hasl pengembangbiakan hewan atau tanaman yang
akan dijusl atau diserahkan kepada masyarakat.

18, Persadiaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

19. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (wse of
ioods).

20. Kebijakan akuntans ini mencatat persediaon secara periodik.

21. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagal investas apabila
mamentid salah satu kriteria;

8. Kemungknan manfaat ekonomik dan manfaat sosial stau jasa
ponrtansial di masa yang akan datang atas sustu  imvestas
bersebut dapat diperoleh pemerintah doaerah;

b. Nilal perolehan atau nilal wajar investasi dapat diukur secara
memadai [ refaiid),

22, Penilzian Irvestas dilakukan dengan bigs metode yaiu:

a Metode biaya;
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Dengan menggunakan metode blaya, inwvestas dicatat sebesar
biaya perolehan, Penghasiian atas irvestas
tersebnst diakid sebesar bagian hasi yang diterima dan tdak
mempengaruhl  besarmya Investasl pada badan usahatbadan
hukum yang berkait.

b Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas imvestas awal dicatat
sebesar bizya perolehan dan dtambah ateu dikurengi sebesar
bagian laba atau nugi setelsh tanggal parclehan. Bagian
laba kecuall dividen dalam bentuk saham yang diterima akan
mengurangi nilal investasi. Penyesuaian terhadan nilai investasi juga
diperiukan untuk mengubah porsi kepemililkan investasi, misalnya
adenya perubahan yang timbul akibat pengaruh vaiuta asing serta
ravaluasi zset tetap.

€ Metode nilal bersth vang dapat direalisasikan;

Metode ridal bersih vang dapat direalisasikan diqunakan terutama
untuk kepemillkan yang akan dilepasidijusl dalam @ngka waktu
dekat. Pengukuran nilsl yang dapat direalisasikan vaitu dilakukan
aeriny atas Investas non pemanen

£3, Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sohagai berikut:

a. Kepamilikan kurang dari 205 menggunakan metode bizya;

b, Kepemilikan 20 sampai 5P, atau kepemilikan kurang dan 20%
tetapi memiliki pengarub yang signifikan menggunakan metods
ckulas;

c. Kepemilikan kebih dad 50% menggunakan metode ekistas;

d. Kepemilikan bersifab nonpermanen mengguaskan metode  nilal
bersih yang direalisasikan.

24, Asat tetap diklasifikasikan berdasarkan keeamasn dalam sifat
atau funosinya datam aklivitas operasl entitas, Berfgut adalah
klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

@, Tanah
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b. Peralatan dan mesin, yang artara lain terdinl atas:

Aat-alat beral dan alat-alat besar
Alat-alat angkutan

Alat-alat bengkel dan afat ukur
Alat-alat pertanian/peternakan
Alat-alat kantor dan rumah tangoa
Alat studio dan alat komunikasi
Alat-alat kedokteran

Alat-alat laboratodium

Alak keamanan

Lom N D B o

€. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

B Bangunan Gedung
2. Bangunan monument

d. Jalan, irlgasi dan jaringan, yang antara lain tendirl atas:

1. Jalan dan pembatan
2. Bangunan air/firigasi
3. Instalas|

4. Jaringan
e. Asel tetap lainnya, yang antara Bin terdin atas:

L. Buku dan perpuslekaan

2. Barang bercorak keseniankebudayaan
3. Hewan/ternak dan tumbubhen

4, MAset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjsan

£3.Tanah yang okelompokkan sshagal aset tetap lalah tanah yang
depercleh dengan maksud untuk dipakal dalam kegiatan operasional
pemerintah deerah dan dalam kendis stap dipaka,

6. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan
bangunan monumen yang dipercleh dengan maksud untuk dipaka
dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dafam kondisl siap
dipakai,
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27, Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-glat beret, kendaraan
bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan afat ukur, alat studio dan
komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran
dan kesehatan, a'at laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan
peralatan lainmya yang nilzinya signifikan dan masa manfaatmya lebih
dari 12 {fua belas) bulan dan dalam konds| siap pakal,

28. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan
girfinigasl, instalasi dan jeringen yang dibangun oleh pemerintzh
daerah serta dimiliki dan/atau dassai oleh pemenintah daersh dan
dalam kondisi siap dipakai.

29, Aset tetap leinnya mencakup aset tetap yong tdak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di stas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk keqlatan operasional pemerinkah daerah dan
dalam kondisi siap dipakal. Misainya buku dan perpustakaan, barang
bercorak kesenian/kebudayaan, hewanftemnak dan tumbuhan serta
asel letap ranovasi,

30. Konstruksi dalam pengeriaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada Bnggal laporan kewangan belum

sedesal selurubnya,
Jl.Aset tetap dinilal  dengan  hiaya  perolehan,  Apabia

penilaian  aset tetap dengan mengogunakan bigya perolehan tidak
memungkinkan maka niai asat tetap didasarkan pada nilai wajar pada
saat pemiehan

32. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan
kerja), pengakuan aseb tetap bersangkutan dilakukan/dicatat cleh
SKPD yang melakukan pengelolaan (pergwatan dan pemelinaraan)
terhadap aset tetap tersebut.

33. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaal stau yang kermungkinan besar member manfas
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada
il tercatat aset yang bersangkutan.

34.Pengeluaran  setelah  perolehan aset tetap (sepert
pengeluaran belania pemeliharaan aset tetap) yvang memenuhi kritaria
kapitelisasi asel tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur
ekoromis aset tetap,
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35, Penambahan masa manfaat ates pengeluaran setelah perolehan diatur

sebagal berikout:
l.lu:huum:p %e Pengeluaran Panambahan Masa
setelah percdehan Manfaat
1 terhadap harga
perolehan
1| Gadung dan Sampai dengan 305  tahun
Bargpanan

= 30%% 5.0 45% 5 Latun
> 45% s 65% 10 tzhaun
= B5% =d B5% 15 t@hun
» B5%% 0 babam

4. lalan Sampai tiengan 30% O tshun
= 3% .o 45% 3 tatu
= 4% 5.0 65% 5 @hun
» 65%% o4 B5% 7 tfn
» i5% 13 tahun

3| lembatzn dan Eampai dengan 30% 0 kzhun

Irigasi

= 3% 5.d 4596 5 Lalum
= 5% 54 E5% 10 i&hun
= 3% 5d B3% 15 t=n

36. Untuk pengaluaran sstelah perolehan sefain gedung, bangunan, jalan,
frigasi, dan jembatan hamya menambah nilal perolehan aset tetap
tersebut tetapl tidak menambah masa manfaat,

37. Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbadkan,
dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah
ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten,

38. Berikut adalah Masa Manfaat {umur ekonomis) Aset Tetap:
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Mo Uraian Masa Manfaat (Tawun)
L Peralaten dan Masin, lardn sas:
11 | Matal: beat B
1.2 Algt-alt Anghucan
2, Eendaren Bermotor Reca 4 atsi kehik B
b. Kandaran Bermoeor Roda 2 0an 3 4
C. At Anghut tidak bermotor 4
|| 0. A Anghat Sermoer Udara 30
13 Alat-alat Benghel can Alat Lkur
3, Alaf bergkel Bermesin ]
- & Alat Benghel Tidak bermasin 4
€. hlat: Uigur | G
(14 | Alsk-alat PertariansPetermakan 3
1.5 Alat-aiat Kartor dan Rumah Tangga 4
15 Alat-alst Studic dan Alat Komurndsi +
[ 1.7 Alat-slat Kedokteran 4
1.8 | Alat-alat Laboratonium r
18 Alat Keamanan &
% Gadung dan Bangunan, terdn atas:
21 Bangunan Gedung 0
23 Rarguman Monumen 20
3. Jalen, Trigasi den Jaringan, tescin ates:
11 Jlen dan Jembakan
£ Jalan - 10
b. Jembatas 0
32 | Bangunan Arlrigss 0
13 Instatas 20
14 | laeingan W
4, et Tetap Lolnmya, tendr atas
41 | hsetTetap Renoves Sesual dengan umur
BRI frdnd yang
febiih pendex antara
masa manfeat, et
dengan
_Mm2sa pimjaman s
7
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J9, Masa manfaat aset tetap tertentu yang memilikl sifet dan karakieristik
khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis)
Agel Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuzn peraturan
perundangar-undangan  yang  berfakw.  Misslma  kendaman
perorangen  dinas roda  empat atau [ebih dapat
dinapuskan/dijual/ddelang setelah berusia 5 tahun walaupun menunt
Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan
mempumyai manfaat 3 tahun, ketentisan penghapusan aset betap alst
angkutan darat (kendaraan perorangan dings roda empat) tersebut
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40, Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakulkan
demgan asumsi nilai sEa Aset tetap ssbesar nol. Milad sisa nal
sebagaimana dimakswd hamya dalam rangka perhitungan Pernyusutan
Azob Tetap,

41. Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun
penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenazn meskipun bam
diperaleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.

42, hset Tetap yang seluruh ndainya telah disusutkan dan secara teknis
mash dapat dimarfastkan tetap disajikan di neraca dengan
menynjukian nial perolehan dan akumulas penyusulannyg.

43, fiset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

44, fgat Tetap veng seluruh nilainya telah disusutkan lidak berarti
dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Asct Tetap tersebut
mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengefolaan
Barang Milik Daerah,

45 Laporan  keudngan  harus  mengungkapkan  untuk  masing-
masng jenis aset lelap sebagal berikut:

a. Dasar penllaian yang digunakan unbuk menentukan nilai tercatat
(carrping amount);

b. Rekonsiiasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Pemyusutan
dan Perubahan MNiai (jika ada) dan Mutas! aset tetap lainnys;

c. Informasi penyusutan, mefiputi: nilai  penyusutan, metode
permusutan yang digunakan, masa manfsat atau Brif penyusutan
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yang digunakan dan nilal tercatat bruto serts akumulasi
penyusutan pada awal dan akhir periode.

46, Konstruks! Dalam Pengarjaan mencakup tanah, peratatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, ifgas dan jarngan, dan aset tetap
lainya yang proses perolehanmya danfatau  pembangunannya
membultuhkan suatu perlode waktu tertentu dan belum selesal
Perofehan melahs kontrak konstrubsi pada umumnya memerlukan
suaty  periode  waktu tertent.  Periode waktu  perolehan
tersebut bisa kurang atau lebih dari satu penode akuntansi,

47.Suaty benda berwujud harus diakl sebagal Konsinesi Dalam
Pengerjaan Jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonoml masa yang akan
datang berkaitan dengan asct tersebut akan diperobeh;

b. bigya perolehan tersebut dapat diukur sacara andal; dan

¢. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

4%, Konstnuksi  Dalam  Pemgergan blasarwa méngpakan @set yang
dimaksudkan digunakan unfuk operasional pemerin@h  daerah
atau dimanfastken oleh masyarakat dalam jangka panjang dam olieh
karenanya diklasifikesikan dalam aset tetap,

49, Konstruksl Dalem Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang
tersangkutan jika kriteria berikut inl terpenuhi;

a. Konstruksi secara substansl telah selesal digerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaal/jasa sesual dengan tujuan perolehan;

50, Suatu Konstruksi Dadam Pengerjpan dipéndahkan ke aset tetap yang
hersangkutan satelah pekerjaan konstruksl tersebut dinyatakan selesai
dan siap digunakan sesuai d2ngan tujuan perolehannya.

4. Wehijakan Akuntansi Kewajiban

1. Suatu kewajban dilasfikaskan sebagai kewajiban jangka pendek jika
ditarapkan dibayar dalam waktu 12 (duz belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Semua  kewajban  lainnya  diklasifikasian  sebagai
kewajban jangka panjang;
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4. Zauatu entites pelaporan tetap mengklasifkasikan kewafban jangka
panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan
diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanpgal
pelaparan jika:

a. langka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dad 12 (dua
belas) bukan;

b. Eniitas bermaksud untuk mendanai kermbali (refinancs) kewajiban
tersebut alas deser jangka panjang; dan

¢ Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kemball (refimancing), atau adanya penjadwalan
kembali berhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan
keuangan disetujui,

1. Kewajban digkul pada saat dana pinjaman ditenima dan/atau pada
=aat kewajiban timbaul,

4, EKewajiban dicatat sebesar nilal nominal, Kewsajiban dalam mata uang
asing dijgbarkan  dan dinyatakan dalam mata
uarg rupiah, Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca

E. Pada sast pemerintah daerah mensrima hak atas barang, termasuk
barang dalam pedalanan yang telali menjadi haknya, pemerintah
daerah harus mengakui kewajban atas jmlah  yang  belum
dibayarkan untuk barang tersebut.

6. Bila kontrakior membangun fasiitas ateu peralatan sesual dengan
specifikasl yang ada pada kontrak perfanfan dengan pemerintah
daerah, jumiah yang dicatat herus berdasarkan realisasi fisik kemajuan
pekerjaan sesual dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

7. Pada akhir pericde pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK
yang belum dissterkan kepada pihak lain harus dicatzt pada laperan
kewangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
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PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten

untuk periode yang berakhir pada 31 Desernber 2023 adalah sebesar Rp.
40.303.000,00 atau mencapal 93,563%, Realicas pendapatan Hdak sasuai
dengan target pencapaian, dikerenakan:

1.

Masih banyaknya pemiik kendaraan perorangan sehingza wntuk
melakukan perizinan SK Izin Trayek belum bisa déakuken karena
belum berbadan hukum sesuai dengan amanat undang-undang
nomar 22 tahun 2009 tentang lalu Intas dan angkutan jalan pasal
139 ayat 4.

Belum adanya kesadaran darl pelaku usaha unk memenuhi
kewajibannya dalam pengurusan perizinan permyelenggarasn usaha
2in trayek,

Umur teknis kendarasn yang sudah lebih dard 20 tabun, sehinpoa
harus peremajann, namun cukup benvak pemibk tidak MEMpL LndLk
membeli kendamaan bary,

Masih kurangnya pemahaman pemilik kendaraan uniuk melskukan
pendaftaran secara online,

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang

mangurangl Saldo Anggaran Lebih dalam periode tabun anggaran yang
bersangkutan yang lidak akan diperoleh pembayarannwa kemball cleh
pemeriniah,

Realisess Belznja OFD Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada TA

2023 adalah sebesar Rp. £9.853.160.535,71 atau 96,11% darl anggaran

i1
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belanja sebesar Rp. 72.676.708.600,00, Rincian anggaran dan reafisasi

belanja TA 2023 adzlah sahagai herikut:
Tabal D1
Realisasi Belanja OPD
Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Tahun Anggaran 202
) e ) P
rilie il
Fage & sgperer | mal £
WELEN 3 DUAERAD|
Beligs Figa T HANINaRN | ORI AT | W
| Bebesfa B oy o MARNIAIEN | Homitiinm | (M ERmE | HW
BELRN Wotial BITASA1IBAE0 | 10IRSREMATS | [CALBALIVLAT] | wasd |
Belanga Vodal Farsiae. | LWLAISI000 | LRI LoV || T
i i
| isanis Vel T R4 L 0D LREIGa A T] | [PLEPRIREN | sAN
L e
Balima Fogal T, LT LFLTE LT A {HENL | Wil
A, &= D
| Heaiimmamia | FTIRTEIANLGE | SRARIASAEIET1 | [LANFRLOEIT) | WA
PEERAH

4,1,2.1 Belanja Dperasl

Realisasi Belanja Operasl Tahun Anggaran TA 2023
adalah sebesar Rp. 57.657.312.222.00 stau 95,61% dad
anggaran sebesar Rp. 60.301.559.41500. Realisasi belanja
Rincian realisasl belanjay operasi sehagal berdkut:

4.1.2.1.1 Belanja Pegawal

#au  96,60%  dari

Jumlah Resfisasi Belanja Pegawai Tahun
Angoaran TA 2023 sebesar Ap, 22.651.552.071,00

anggaran  stbesyr R

23,448, 944, 000,00,

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Balanja barang dan Jasa meliputi belanja harang
dan jasa sebagal penunjang pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan
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tidak menghasilkan aset tetap. Realisasl Belanjs
Barang dan Jasa Tehun Anggaran TA 2023 adalah
sebesar Rp. 35.005.719.771,00 atau 94,99% davi
angoaran sebesar Rp, 36.852.615.415,00,

4.1.2.2 Balanja Modal

Belanja modal merupzkan alokasi pengeluaran Arggaran
untuk perolehan set tetap dan asat lainnya yang memberikan
manfaat lebih dar satu periode akuniansl. Aealisasi Belanja
Modal TA 2023 adalah sshesar Bp, 12.236.151.313,73 atau
98,53% darl anggaran sebesar Rp. 12.418.194, 185,00, Yang
terdiri deri:

4.1.2.2.1 Belanja Modal Paralatan dan Mesin

Realisasi Gelanja Modal Peradatan dan Mesin TA
2023 adalsh sebesar Rp. 245057539400 dard

anggaran  sebssar Rp.  2.508.754.934,00 atau
97 6B%.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Reaisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2023 acalah sebesar Ap. 3.863.588,480,73 dari
anggaran sebesar Rp, 3.934.606,000,00 atau
BE,20% danl pagu angoaran.

4.1.2.1.3 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisest Belanfe Modal Jalan, Irigasl, dan
laringan  TA 2023 adalah sebesar A,
5.921.987.439,00 darl anogaran sebesar R,
5.974,833.251,00 atau 99,12% darl pagu anggaran,

4.1.2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasl Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023
lidlak dianggarkan,
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Grafik dan Tabel 03

Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi
Banten Tahun Anggaran TA 2023

Belanja Modal

& ferilatan dan Mesin sGeadung dan Baegunan & Jaringas, Jakan das [rigas)

4.1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisity zdalah jumdah Pendapatan sekelah dikurangl
dengan Belanja dan Transfer. Tahun anggaran 2023 OPD Dinas
Perhwbungan Provins Banten mengalami realisas (Defisit) sebesar Rp.
{69.853.160.155,73), hal ini terjadi karena Realisasi Pendapatan OPD
Dinas Perbiubungan Frovins Barten sebosar Rp, 40,303,000,00.

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari
shkjus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempuryal kelerkaitan yang dapat
dpertanggungjasabkan, LO menyedakan informasi mengenal seluruh kegiatan
operasional keuangan enbitas yang tercerminkan dalam pendapatan-L0O, beban,
dan  surplusidefisit operasioral darl swabu  enifas yang penyafiannya
disandingkan dengan penode sebefummya.
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4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun TA 2023 adalah sabesar Rp.
40.303,000,00 terdivi dari Retribwsi [zin Trayek Rp, 39.595.000,00 dan
PAD lain-lain yang dianggap sah sebesar Rp. 708.000,00.

Jamiah Beban
Ha Uralan
I 7 ]
PENDAPATAN ASLT DAERAH [PAD)-LD #0,303,000,00
i Retribusi Dasrah-10 9,505, 000,00
Retritus| Perizinam Tetentu-LO 39,505, 000,00
Retribunl [2in Trayek umtuk Menyediakan §0.505, 000,040
Pelayanan Asgihutar Unism-L0
Retricusi [0 Trayex asbik Merpeiean 3959500000
] Larr Ly AT yarup 5100 708.0600,08
Pendapatan Derls Betribu Dasrsh ¥06.B00, 048
[FEndapanin (R BELIEw PeriEnan Teren i
JUMLAH FENDAPATAN DAERAH-LO 40,303,000,00
4.2.2 Beban LO

Redlisas| Beban LD Tahun TA 2003 adalah ssbesar Rp
64.933.284.299,76, dengan rincan adalah sebagal berikut:

FI Uraian Jumlah
1 2 3
BEBAM -
1 Behan Peqgawa 22.651.582.071,00
2 Beban Pertediaan 11.148.444,679,00
] Betan Jas 17.12E678.362,27
4| Beban Pemeliaran 4,456.513,939,00 .
5 Rehan Perjalznan Dinas 2.062.290.923,00
1 Betian Penyusutan 7.444,561,283 B2 |
| Beban Amorisas 4110004167
JUMLAH BEBAN E 64.933.284.209,76
i5
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4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
4.3.1 Kas di Bendahara Pangeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Deserriber TA 2023
adalah sebesar Rp. 0,00 seluruh kas telah dipertanpgungjawabian
otz disetorkan ke Kas Doerah per tanggal 29 Desernber 2023, Rincian
Kas di Berdanara Pengeluaran adalah sebagai berkut:

Rinclan Kas of Bendahara Pengeluaran
Keterangan Tahun 2023 | Tahun 2022
Kas di Bendahara 0,00 0,00
Pengeluaran-Tunal
Kas di Bandzhara 0,00 0,00
Pengeluaran-Bank
Jumilah 0,00 0,00
4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

SElde Kas gi Bendahara Penerirmgan per anggal 31 Desemdber
TA 2023 adalah sebesar Rp.0,00. Kzs di Bendahara Penerimaan
refiputi salda uang tunai dan saldo rekening di bank vang berada i
bawah tanggung jawab Bendanara Fenerimaan yang sumbearmya berasal
dari pelaksanasn tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusl,

Rt Kas of Beralahiarg Penerimaan

Keterangan Tahisn 2023 Talwun 2032

Kas di Bendaham Penerimose Tunad 2 -
kas dv Bendaha Penenmasn-Bank - =
Jumilah - -

4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainmys dan Selara Kas per tanggal 31 Desombar TA
2022 adalah NIHIL. Kas Lainnya dan Setara Kas menipakan kas yang
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berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan
berasal dar URTUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai,
Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:

Ringian Kas Lalnnya don Selara Kas

Jenis Tahum 2022 Tahun 2021

Do Gire yarg belum destor ke Ko Deerah

k yang befum disctor =

levjiagan yarg beham d itegian = -
Pengenbaliay balanjs belarm dsator e Ka2s Dagsah =, =

Jumlah - -

4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember TA 2023 adalah sebesar
NIHIL. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atzs wvang
atau jasa terhadap pefayanan yang telah diberikan namun belum
diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang desajikan sebagal bericut:

URATAN TAHUN 2023

PEANG . ...ooco -

Piutang Lalneya !
el | -

4.3.5 Penylsihan Piutang Tak Tertagih — Plutang Jangka Pendek

Nilai Peryisihan Piutang Tak Tertagih — Putang Jangka Pendek
per 30 Desember TA 2023 adalah NIHIL

Perwyisitian Piutang Tak Tertagih - Putang Jangka Pendek adalah
merupakan estimasi atas ketidaktertagitan piutang jangka pendek yang
ditentukan oleh kualizs piutang masing-masing dabitur.
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4.3.6 Beban Dibayar di Muka

Salds Belanja Dibayar f Muka per tanggal 31 Desamber TA 2022
adalah sabesar Rp. 40.140.295,89. Beban Dibayar di Muka merupakan
hak yang masih harus diterima dani pihak ketiga setelah tanggal neraca
sebagal akibat darl barang/jasa telah dibayarkan secara panuh namun
barang atau jesa belum diterima seluruhnya. Beban dibayar dimuka
timbul karena Belanja Asuransi Barang Milik Daerah-Asurans! Kendaraan

R4,
Rincian Belanja Dibayar of Muka
Keterangan Tahun 2023 | Tahun 2022
Belanja Sewa Gedung 0,00 0,00
(hsurarsi 40.140.295,80 |  7L874.504,16|
Jumlah 40.140.29589 | 22.874.504,16
4.3.7 Persediaan

Milai Persedigan per 11 Desamber TA 2023 dan 2022 masing-
masing adalah sebesar Rp. 45134550600 dan Rp, 358.617.140,00,

Persedisan merupakan jenks aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanagal neraca yang diperaleh dengan
maksud untuk mendukung kegistan operasional dan/atau untuk dijual,
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,
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Rincian Perseciaan
Keterangan
B e its! Persediaan
1 |Alat Tulis Kantor .99, 72,00
2 s dan Cows 17.664.096 0|
3 fheban Kompuser 44.000,00|
4 Perabat Kantor jzmu.as.'t.ml
5 |t Lk 3180431.000,00]
6 |A/Bahan Kegisken Kantor linmya 11376.0000)
| [votmiPersedoan 451:345.506,00)

4.3.8 Tanah

Milai aset tetap berupa tanah per 31 Desember TA 2023 dan 2022
adalah sebesar Rip, 683.005,125,00 dan Rp, 1,493,905, 125,00.

Seldo per 31 Desembar 10331 1.453.905.175,
Mutas Tambah :

Pembe¥an

Mufas Hursng,

Aplarss Aset fain-kin 10000, 000,00
Saldn per 31 Desember 2023 683,905,125,
Akimgas Penyusulen sd. 31 Desember 2027

Nilai Buku par 31 Desember 2023 5E3.905.125,

Hilal aset telap Tensh mengalami reklass ke asset lain-lain senfla
Rp. B10.000.000,00.

4.3.9 Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetp berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desermber
TA  H23 dan 2022 adalah  Rp 7587641648737  dan

Rp.70,332.517.881, 37, Mutasl nllal Peralatan dan Mesin tersebut dapat
dijelaskan sebagal berikut:
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ido per 31 Desember 20232 T0.332,517,881,37

Preambedian 2A450.575.354.00
Mutas Antar K18 3133.656.212.00

A0.533,000,00
per 31 Desember 2023 T5.BTG.416.487,37)
| Pemyusutan s.0. 31 Desember 2033 45577 654 975,54

Hilal Buku 31 Desember 2013 20,908.551.51

fset tetap Peralatan danm Mesin sefama TA 2023, selaln
mendapatkan mutasl tambah dari belanja sendlai sesuai LRA Rp.
2,450.575,394,00, juga terdapat mutasi tambah darl mutas! antar KIB
dari asset ftetap Jaringan, Jalan dan Irigasi senila  Rp.
3.133R56. 212,00, dan mengalami mutasi kurang darl kapitalisas
senilal Rg. 40,533,000,00.

Aset tetap peralatan dan Mesin o TA 2023 mengalami
akumulasi penyusutan sampal dengan 31 Desember 2023 senilal Rp.
45877 BO4.975, 54,

4.3.10 Gedung dan Bangunan

Milai Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2023 dan
2022 adalah Rp. 38.502,587.404,67 dan Rp. 34.869.035.923,94,
Mutasi transaksl tevhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2032 34.869.035.923,94
Mitasi Tambah ;

Pembsian 3.BE3,EERAB0 T3
Kapitaisas 123,232 000,20
Mas Kureng:

Melgkasi Antar KB {Keduar) 353.255,000.00
Saldo por 31 Desember 2023 30.502.587.404,67
Akurilasi Peryusutan s0. 31 Dassmbar 2023 15102 960.113 52
Hilai Bukis per 31 Desamibar 2033 19.390.637. 381, 15|

Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2023 mangatami
penambahan darl  pombeilan  senilad  Rp.3.863.586.480,73 dan
kapitalisesi  @ari  akun  Belanly  Barang  dan Jasa  semdal
Rp.123.222.000,00, serta mengalam| muiasi kurang dar mutasi antar
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KIE senlfal Rp.353.259,000,00.

Asot Tetsp Gedung dan Bangunan sampai dengan 31
Desember 2023 mengalami  skumulasi  penyusutan  senifai
Rp.19.102.960.113,52,

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2023
dan 2022 adalah masing-masing sebasar Ap, 33.181.309.870,66 dan
Rp. 30.393.178.643,66. Mulasi transaksi Jalan, Irgasi dan Jarngan

tersebut dapat dijelaskan sebagal bertkut ;

Ido per 31 Desember 2022 30,303, 1 TH.643, 65
Matad Tambah ;
Pembefian 5.921987.439,00
Mutasi Kurang:
Mutasi Antar K15 (Kelusr) 2.133.656,212,00
Saldo per 31 Desember 2023 33.181.309.870,
Myt Peryusutan s.0. 31 Dasemiber 2023 7.859.819.490,75
Hilai Buku per 31 Dosember 2023 25.321.4500379,91

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2023
mengalaml  penambaban  mset dari pembélian  senilai
Rp.5.921.587.439,00, dan PENGUraNgan mutasl antar KIE saenilai
Rp.3,133,856.212,00.

Aset Tetap Jalan, Ingasi dan Jaringan mengalami akumulasi
penyusutan  sampai  dengan 31 Desember 2033 senilal
Rp.7.850,619.490,75.

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainvya merupakan aset tetap yang tidak dapat
Oskelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldy Aset Tetap Lainnya per 31
Desember TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 568.828.700,00 dan Rp.
215.569.700,00. Mutasi transaks| Aset Tetap dapat dijelzskan sebagal
berikut ;
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Saldo per 31 Desombar 2032 215.569, 700,00
Huins) Tamizah ;

MuLisgi Antar K18 353.259.000.00
Mufasi Kurang: 0,08
Salda per 31 Desember 2023 558, 828700, 00
Alymulasi Peryusuian .. 31 Desamber 2023 4,415,737, 50
Hhi!llil per 31 Desember 2023 S564,411.963,50

Ased Tetap Lainmya mengalami penambahan mutas antar KIB
pada TA 2023 senilal Rp.353,259,000,00, dan mengalami akumutasi
perwusutan  sampai dengan 31 Desember 2023 senilai
Rp.4.415.737,50.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruks dalam pengerjaan per 31 Desember TA 2023
dan 2022 tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan, masih
senilai Rp. 98.800.000,00. Saldo aset konstruks dalam pengeriaan
(KDP) tersebut diperoleh dari hasil reklasifikasi belanja konsultansi
perencanaan pembuatan DED PO pada Russ Jelan Syech Nawaws Al
Bantzni,

4.3.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumiulas Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA
2023 dan 2022 adalzh masing-masing {72.845.060.317,33) dan [Rp.
B5.377.212.930,79) Akumulesi Penyusutan Aset Tetap menupakan
kontra skun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pemgakumtasian
atas pemyasialan mial sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap selain unbsk Tanah dan Konstruksi datam
Pengerjaan (KDP).

4.3.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATE) per 31 Desember TA 2023 dan
2023 tidak mengalaml penambahan atau pengurangan, yaitu seniks
Rp. 862.395.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan asal yang dapat
diidentifikasi dan dimiliki, tetagi tidak memgunyai wijud fisik, Aset Tak
Berwujd berupa software yang digunakan untuk  menumjang
operasional kantor. Mutasi transaksl terhadap Aset Tak Berwujud pada

42

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

ALK DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIBANTEN

tanggal pelaporan adalah sebagal berikut:

Safto 2022 o, 861.395.000,00
Tidn 2023 Ap. B62.385.000,00 |

4.3.16 Aset Lain-Lain

Salda Asat Lain-tain per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalzh
Rp. 20.070.027.143,00 dan Rp. 19.260.027.143,00 Aset Lain-lain
merupakan Barang Milik Negara/Dacrah (BMN/D) yang berada dalam
kondisi rusak. berat dan tidak lagi digunakan dafam operasional entitas,

Mutast transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan
addalah sebagai berikut:

Abumedas! Penyusutan s.d 31 Desember 2003
Milal Buku par 31

4.3.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga par 31 Dessmber TA 2023 dan
20022 masing-masing sebesar Ap. 0,00 dan Rp. 0,00,

4.3.18 Pendapatan Diterima di Muka

Miai Pendagatan Hit2rima di Muka per 31 Dezember TA 2023
dan 2022 sebesar Rp. 0,00 dan Rp, 0,00,

4.3.19 Utang Belanja

Milai utang belanja per 31 Desember TA 2023 dan 2022 sebasar
Rp. 206.032.682,00 dan Rp. 152.146.194,00.
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4.3.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Dessmber TA 2023 dan 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp. B7.320.101.334,20 dan Rp. 82.463.004.778,95.
Ekuitzs adalzh kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara
aset dan kewajlban. Rincian lebdh lanjut tentang ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekultas,

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 04
SKPD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAPORAN PERUBAHAN EMUITAS
UNTUK PERIDDE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2020

[ W | URATAN 01 012
I EFFTTAS hiWAL B2 461595 320,05 B2.772.968.902 04
F SURPLIS DEFISIT LD 480,093 407,26) 55.448.220.850,20)
1 Y PRED G5 A58, 100,155,773 STST2. TTLA29.07
4 CWHPAK KUMLULATIF FERLIBL AN 18,061,388 27 -1 1% 52y, 0B

ERLMKANKESALLHAK MENDA 54T
420 KORERS] KAS 0 i
475 RORFEST PUITANG 0 0
430 ORERST NILAT PESSECIAAN 0 !
435 SELISTH REVALUAST ASET TETA® 0 0
450 WDREKSI ASET TETAP 18781365 22|  <1.535.503.790,80
445 KDREKST ASET LAINYA 0 0
450 KDREKSI KEWATISAN 0 i
455 KOREKS] PENDAPATAN o i
sy KOREKST INVESTAST ol i
60 LATH-LATN 0
|EHMTITAS A KR B7. 310, 101.0348,20; B 451005, 540,08
M
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BAB V
PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Laporan Kauangan OPD Dinas Perhubungan Provins! Banten
yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam
rangka pengungkapan yang memadsi dengan harapan dapat memberikan
gambaran lebih rinc melaii perangkaan pendapatan, maupun pemblayaan pada
kurun waktu satu tahun anggaran, Catatan Atas Lap Keuangan Daerah merupakan
salah satu madia informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja OPD Dinas
Perhubungan Proving Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat
kontrol, kendal pengawasan dan menggambarkan informasi tambahan yang
diperfukan.
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